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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

Pengadilan Negeri Mukomuko sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang 

dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana 

tersebut dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam 

pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan 

serta pengawasan Mahkamah Agung R.I berkewajiban melaksanakan amanat 

yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang mengacu 

pada arah kebijaksanaan hukum. 

Pengadilan Negeri Mukomuko yang terletak di Jalan Danau Nibung Kota 

Mukomuko Kabupaten Mukomuko, dengan wilayah hukum seluas Kabupaten 

Mukomuko yang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di ujung Utara 

Provinsi Bengkulu dengan ibu kota Mukomuko. Wilayah Kabupaten Mukomuko 

terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, diantaranya Kota mukomuko, Lubuk Pinang, 

V Koto, XV Koto, Air Dikit, Air Majunto, Air Rami, Penarik, Teras Terunjam, 

Selagan Raya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai, Teramang Jaya, Malin Deman, 

dan Ipuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Peta Kabupaten Mukomuko 
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Dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri 

Mukomuko tahun 2019 ini dilakukan dengan cara menginventarisir lebih dahulu 

kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan administrasinya serta 

kondisi gedungnya dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada antara 

lain keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi 

yang ada tersebut diusahakan untuk dibenahi, ditingkatkan dan dirubah keadaan 

kantor, personil dan administrasi menjadi lebih baik yaitu bersih, rapi, teratur, dan 

tertib. Disamping itu diusahakan agar proses penanganan dan penyelesaian suatu 

perkara diselesaikan yaitu dengan jalan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dan prasarananya. 

Sebagai acuan dalam menata administrasi kantor adalah ketentuan-

ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan intruksi-intruksi 

dari pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk menata Administrasi Perkara 

disesuaikan dan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi dan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan 

Lembaga Peradilan. 

Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan 

menengah, namun apabila dalam batas waktu jangka pendek dan menengah 

belum dapat dilaksanakan maka usaha pembenahan tersebut terus secara terus 

menerus dilaksanakan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai 

tujuan akhir dapat diwujudkan. 

 

- Kebijakan Umum Peradilan 

Pengadilan Negeri bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta 

memutus suatu perkara yang diajukan. 

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan 

usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan Indonesia yang Agung 

dengan: 

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, 

efektif dan berkeadilan. 
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2. Didukung  pengelolaan  anggaran  berbasis  kinerja  secara  mandiri  

yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi 

yang jelas dan terukur. 

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang 

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung 

lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi 

penyelenggara peradilan. 

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten 

dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang 

berintegritas dan professional. 

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi 

dan jalannya peradilan. 

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, 

kredibilitas, dan transparansi. 

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu. 

 

Bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Mukomuko dimana tugas pokok 

menerima, memeriksa dan mengadili perkara baik perdata maupun pidana 

dilaksanakan sesuai dengan tertib / disiplin kerja sebagai berikut : 

 Untuk hari Senin s/d hari Kamis, masuk pukul 08.00 WIB pulang pukul 

16.30 WIB; Istirahat mulai pukul 12.00 s/d Pukul 13.00 Wib dan apel 

pagi setiap hari Senin pagi; 

 Untuk hari Jumat, masuk pukul 07.30 WIB pulang pukul 16.30 WIB, 

Istirahat pukul 12.00 Wib s/d pukul 13.30 Wib dan apel sore setiap hari 

Jumat sore; 
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Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI 

dengan Agenda Pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Mukomuko 

ada program prioritas, antara lain adalah:  

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan 

Dengan adanya SK KMA I/144/2007 maka pada Pengadilan Negeri 

Mukomuko juga telah dibuat program website Pengadilan Negeri 

Mukomuko dengan alamat : www.pn-mukomuko.go.id, program telah 

berjalan dengan baik dan selalu diupdate setiap saat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Website pn-mukomuko.go.id 

 

Program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi e-court / 

3.3.0-1) pada Pengadilan Negeri Mukomuko telah dapat memberikan 

informasi dan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan serta 

Penasihat Hukum / Pengacara. 

 

 

http://www.pn-mukomuko.go.id,/
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Gambar 1.3. Aplikasi SIPP versi 3.3.0-1 

Program Sistem Pelayanan Meja Informasi Mandiri yang didalamnya 

melingkupi banyak pilihan menu untuk kemudahan masyarakat 

mendapatkan informasi yang terkait seperti : 

a. Hitung Biaya Panjar Perkara (e-SKUM) 

 Menu ini berfungsi sebagai  simulator panjar biaya perkara gugatan 

perdata, permohonan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dari 

sini kita dapat menghitung berapa jumlah biaya yang akan 

dikeluarkan bila ingin mendaftarkan perkara di Pengadilan.  

b. Jadwal Sidang 

 Menu ini memberikan informasi pada masyarakat mengenai perkara 

yang yang akan sidang pada hari tersebut.  

c. SIPP / CTS 

 Menu ini menampilkan perkara – perkara yang ada pada 

Pengadilan Negeri Mukomuko. 

d. Perkara Tilang 

 Menu ini memberikan informasi data pelanggar dan sidang tilang 

yang masuk pada Pengadilan Negeri Mukomuko. 
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e. WhatsApp Tilang 

 Menu ini memberikan informasi data pelanggar dan sidang tilang 

yang masuk pada Pengadilan Negeri Mukomuko melalui aplikasi 

whatsApp Tilang dengan no WhatsApp tilang Pengadilan Negeri 

Mukomukon adalah 0822 6920 5499. 

f. Direktori Putusan 

 Disini kita bisa mengetahui informasi mengenai putusan perkara 

pada Pengadilan Negeri Mukomuko yang namun dalam hal ini 

informasi putusan yang terlihat hanya yang bersifat publik saja. 

g. Perpustakaan 

 Memberikan informasi koleksi buku – buku yang dimiliki oleh 

Pengadilan Negeri Mukomuko baik itu Judul, Penerbit, dan lainnya. 

h. Pengumuman e-court 

 Disini memberikan informasi kepada para Advokat atau Penasihat 

Hukum untuk melaksanakan layanan e-court dalam berperkara yang 

nantinya mempermudah dalam pelaksanaan pengajuan pendaftaran 

suatu perkara. Dalam hal ini terkait juga nantinya untuk 

mempermudah dalam proses pembayaran suatu perkara.  

i. Website PN Mukomuko 

 Menu ini  mengarahkan kita pada Website Pengadilan Negeri 

Mukomuko. Dimana pada website Pengadilan Negeri Mukomuko 

terdapat informasi mengenai segala aktifitas, kegiatan, pegawai 

yang ada pada Pengadilan Negeri Mukomuko. 

j. Survei Kepuasan Masyarakat 

 Disini masyarakat diarahkan untuk memberikan penilaian mengenai 

bagaimana pelaksanaan Pengadilan Negeri Mukomuko dalam 

melayani masyarakat pencari keadilan. 

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan 

Transparan. 

Pada program ini Pengadilan Negeri Mukomuko telah menyediakan 

meja informasi  mandiri meski  sarana  masih  terbatas. 
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                     Gambar 1.4. Meja Informasi Mandiri 

3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah 

Agung RI 

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-

2035, Pengadilan Negeri Mukomuko berusaha mengadakan perbaikan 

dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut. 

Selain itu Pengadilan Negeri Mukomuko juga memiliki Rencana 

Strategis yaitu sebagai berikut : 

1. Pencari Keadilan memperoleh proses Peradilan yang pasti, 

trasnparan dan akuntabel 

2. Terwujudnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara 

3. Masyarakat miskin dan terpinggirkan memperoleh  akses peradilan 

yang baik 

4. Masyarakat / pencari keadilan patuh terhadap putusan Pengadilan 

 

- Visi dan Misi 

Visi Pengadilan Negeri Mukomuko adalah Terwujudnya Pengadilan 

Negeri Mukomuko Yang Agung. Dimana visi ini sejalan dengan visi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang dalam hal ini tercantum harapan 

terwujudnya suatu  Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, 

kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang pencapaiannya perlu 

ditumbuh kembangkan. 
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Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Mukomuko adalah :  

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Mukomuko 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Mukomuko 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri 

Mukomuko 

 

- Struktur Organisasi (Tupoksi) 

Tugas-tugas Pengadilan Negeri meliputi tugas-tugas yang bersifat teknis 

peradilan yang dilaksanakan oleh Bagian Kepaniteraan dan tugas-tugas 

administrasi umum yang dilaksanakan oleh Bagian Kesekretariatan. Susunan 

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Mukomuko sesuai dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan 

Peradilan tanggal 07 Oktober 2015 yang terdiri dari : 

1. Ketua 

2. Wakil Ketua 

3. Hakim 

4. Panitera 

5. Sekretaris 

6. Panitera Muda Perdata 

7. Panitera Muda Pidana 

8. Panitera Muda Hukum 

9. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan 

10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan 

Pelaporan 

12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana 

13. Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan 

14. Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan 
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Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Mukomuko  

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1.5 struktur Organisasi Pengadilan Negeri Mukomuko 
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BAB II KEADAAN PERKARA  

DI PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO 

 

 

A. KEADAAN PERKARA 

Keadaan perkara Pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko tahun 2019 

adalah sebagai berikut : 

 

No Nama Sisa 

Perkara 

Th. 2018 

Perkara 

Masuk 

Perkara 

Yg 

Diputus 

Sisa 

Perkara 

Keterangan 

I. Pidana      

1. Biasa 6 80 82 4  

2. Cepat 0 3 3 0  

3. Lalu Lintas 0 2035 2035 0  

4. Anak 0 2 2 0  

5. Singkat 0 0 0 0  

II. Perdata      

1. Gugatan 2 5 7 0  

2. Permohonan 1 61 62 0  

3. Gugatan 

Sederhana 

0 49 49 0  

 

- Pidana Biasa, di tahun 2019 untuk perkara pidana biasa perkara masuk sebanyak 

80 dan sisa tahun 2018 sebanyak 6 perkara jadi total perkara masuk untuk tahun 

2019 adalah 86 perkara dan diputus sebanyak 82 perkara sehingga masih sisa 

perkara sebanyak 4 perkara. 
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- Pidana Cepat, di tahun 2019 perkara pidana cepat perkara masuk sebanyak 3 

perkara, tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya, dan diputus sebanyak 3 perkara 

sehingga sisa perkara adalah 0 perkara. 

- Pidana Lalu lintas, di tahun 2019 perkara pidana lalu lintas perkara masuk 

sebanyak 2035 perkara, tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya, dan diputus 

sebanyak 2035 perkara sehingga sisa perkara adalah 0 perkara. 

- Pidana Anak, di tahun 2019 perkara pidana Anak perkara masuk sebanyak 2 

perkara, tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya, dan diputus sebanyak 2 perkara 

sehingga sisa perkara adalah 0 perkara. 

- Pidana Singkat, di tahun 2019 tidak ada perkara singkat yang masuk pada 

Pengadilan Negeri Mukomuko. 

- Perdata Gugatan, di tahun 2019 untuk perkara perdata gugatan, yang masuk 

sebanyak 5 perkara, sisa perkara tahun sebelumnya 2 perkara, dan diputus 

sebanyak 7 perkara sehingga sisa perkara adalah 0 perkara. 

- Perdata Permohonan, di tahun 2019 untuk perkara perdata permohonan, yang 

masuk sebanyak 61 perkara, sisa perkara tahun sebelumnya 1 perkara, dan 

diputus sebanyak 62 perkara sehingga sisa perkara adalah 0 perkara. 

- Perdata Gugatan Sederhana, di tahun 2018 perkara gugatan sederhana yang 

masuk sebanyak 49 perkara, tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya, dan diputus 

sebanyak 49 perkara sehingga sisa perkara adalah 0 perkara. 

 

NO PERKARA 

SISA 

PERKARA 

BELUM 

PUTUS 

TAHUN 

2018 

PERKARA 

MASUK 

2019 

PERKARA 

DICABUT 

PERKARA 

YANG 

DIPUTUS 

2019 

SISA 

PERKARA 

2019 

RASIO 

PENANGANAN 

PERKARA (%) 

1. 

PIDANA 

Pidana 

Biasa 
6 80 0 82 4 95.34 

2. 
Pidana 

Cepat 
0 3 0 3 0 100 

3. 
Pidana 

Singkat 
0 0 0 0 0 0 
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4. Praperadilan 0 0 0 0 0 0 

5. Pidana Anak 0 2 0 2 0 100 

6. 
Pidana Lalu 

Lintas 
0 2035 0 2035 0 100 

7. Grasi 0 0 0 0 0 0 

8. 
Pidana 

Banding 
0 1 0 0 1 0 

9. 
Pidana 

Kasasi 
0 0 0 0 0 0 

10. 

Pidana 

Peninjauan 

Kembali 

0 0 0 0 0 0 

 

1. 

PERDATA 

Perdata 

Gugatan 
2 5 0 7 0 100 

2. 

Perdata 

Gugatan 

Sederhana 

0 49 0 49 0 100 

3. 
Perdata 

Permohonan 
1 61 0 62 0 100 

4. 
Perdata 

Banding 
0 1 0 1 0 100 

5. 
Perdata 

Kasasi 
0 1 0 0 1 0 

6. 

Perdata 

Peninjauan 

Kembali 

0 0 0 0 0 0 

7. Eksekusi 0 0 0 0 0 0 
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B. PENYELESAIAN PERKARA 

1. Jumlah Sisa Perkara Yang diputus 

No PERKARA 
SISA PERKARA 

TH. 2018 

SISA PERKARA TH. 

2018 DISELESAIKAN 

TH. 2019 

RASIO 

PENYELESAIAN 

SISA PERKARA 

(%) 

1. 

PIDANA 

Pidana Biasa 6 6 100 

2. 
Pidana Khusus 

(Anak) 
0 0 0 

 

1. 

PERDATA 

Perdata Gugatan 2 2 100 

2. 
Perdata 

Permohonan 
1 1 100 

3. 
Perdata Gugatan 

Sederhana 
0 0 0 

2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu  

N

o 
PERKARA 

SISA 

PERKARA 

TH. 2018 

PERKARA 

MASUK 

2019 

PERKARA 

YANG 

DISELESAI

KAN TH 

2019 

PERKARA 

DISELESAI

KAN TH. 

2019 

TEPAT 

WAKTU 

RASIO 

PENYELESAIAN 

PERKARA 

TEPAT WAKTU 

(%) 

1. 

PIDANA 

Pidana Biasa 6 80 82 82 100 

2. Pidana Cepat 0 3 3 3 100 

3. Pidana Singkat 0 0 0 0 0 

4. Praperadilan 0 0 0 0 0 

5. Pidana Anak 0 2 2 2 100 

6. 
Pidana Lalu 

Lintas 
0 2035 2035 2035 100 

 

1. 

PERDATA 

Gugatan 2 5 7 7 100 

2. 
Gugatan 

Sederhana 
0 49 49 49 100 

3. Permohonan 1 61 62 62 100 
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3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan 

PK 

N

o 
PERKARA 

 

PERKARA 

YANG 

DIPUTUS  

TH. 2019 

PERKARA YANG 

TIDAK 

MENGAJUKAN 

UPAYA HUKUM 

BANDING 

PERKARA YANG 

TIDAK 

MENGAJUKAN 

UPAYA HUKUM 

KASASI 

PERKARA YANG 

TIDAK 

MENGAJUKAN 

UPAYA HUKUM 

PK 

JML PESENTA

SE (%) 

JML PESENTA

SE (%) 

JML PESENTA

SE (%) 

1. 

PIDANA 

Pidana Biasa 82 81 98.78 82 100 82 100 

2. Pidana Cepat 3 3 100 3 100 3 100 

3. 
Pidana 

Singkat 
0 0 0 0 0 0 0 

4. Pidana Anak 2 2 100 2 100 2 100 

 

1. 

PERDATA 

Gugatan 7 6 85.71 6 85.71 7 100 

2. Permohonan 62 62 100 62 100 62 100 

3. 
Gugatan 

Sederhana 
49 49 100 49 100 49 100 

 

4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi 

No PERKARA 

JUMLAH 

PERKARA 

YANG 

DIMEDIASI 

JUMLAH PEKARA 

YANG BERHASIL DI 

MEDIASI 

PERSENTASE 

PERKARA YANG 

BERHASIL DI 

MEDIASI (%) 

1. PERDATA GUGATAN 3 0 0 

 

5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi 

No PERKARA 

JUMLAH 

PERKARA 

YANG DIVERSI 

JUMLAH PEKARA 

YANG BERHASIL DI 

DIVERSI 

PERSENTASE 

PERKARA YANG 

BERHASIL DI 

DIVERSI (%) 

1. PIDANA ANAK 0 0 0 

 

Bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko, didalam melaksanakan tugas yakni : “ 

menerima, memeriksa dan mengadili perkara perkara baik perdata maupun pidana 

yang masuk dan diputus untuk periode Bulan Januari 2019 s/d Bulan Desember 2019 
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berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.3.0-1), adalah 

sebagai berikut:  

PERKARA PIDANA 

- Perkara Pidana Biasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

- Pidana Singkat 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 
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- Pidana Cepat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

- Pidana Lalu Lintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 
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- Pidana Praperadilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

- Pidana Anak 
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- Upaya Hukum Pidana Banding 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 

 

- Upaya Hukum Pidana Kasasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 
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- Upaya Hukum Pidana PK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 

 

- Upaya Hukum Pidana Grasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 
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PERKARA PERDATA 

- Gugatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 

 

- Permohonan 
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- Gugatan Sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 

 

- Upaya Hukum Perdata Banding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 
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- Upaya Hukum Perdata Kasasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 

 

- Upaya Hukum Peninjauan Kembali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 
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- Upaya Hukum Eksekusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 

 

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU ( SERTIFIKAT ISO PENGADILAN) 

 

Pengadilan Negeri Mukomuko sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di 

lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk  

melaksanakan tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan Penegakan 

Hukum dan Keadilan. Dalam hal ini juga dituntut untuk memberikan Pelayanan 

Hukum bagi Publik atau khususnya bagi masyarakat Pencari Keadilan dengan lebih 

baik dan prima. 

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Mukomuko 

juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di segala unit. Pengadilan Negeri 

Mukomuko terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang 

nantinya akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas 

SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan 

yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara 

konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun 
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demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan 

langkah pembaruan atau inovasi – inovasi pelayanan publik kepada masyarakat 

pencari keadilan  dengan metode yang taktis dan sistematis. 

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan 

yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan publik antar satuan 

kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah satu 

pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan 

memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan 

kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung 

adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai 

dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 

tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 

tentang Standar Pelayanan Paradilan dimana pelayanan prima harus terus 

ditingkatkan terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, 

antara lain jadwal sidang, layanan informasi di Pengadilan dan pungutan liar. 

Saat ini Pengadilan Negeri Mukomuko masih dalam tahap penilaian 

Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan 

Tinggi Bengkulu. Hingga akhir tahun 2019, hasil dari penilaian Akreditasi 

Penjaminan Mutu masih belum ada tetapi Pengadilan Negeri Mukomuko tetap 

berbenah demi meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari 

keadilan walaupun belum memiliki bangunan gedung kantor sendiri karena saat ini 

kantor Pengadilan Negeri Mukomuko masih meminjam gedung Balai Benih 

Holtikultura milik Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Kabar gembiranya bahwa di 

tahun 2020 Pengadilan Negeri Mukomuko mendapatkan dana untuk pembangunan 

gedung kantor baru yang terletak di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota 

Mukomuko Kabupaten Mukomuko. 

 

- Posbakum 

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Mukomuko mendapatkan pelayanan 

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) bagi masyarakat pencari keadilan selama 240 

jam pelayanan. 
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Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan, Pengadilan Negeri Mukomuko memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, DIPA 

03/Satker (402018) Pengadilan Negeri Mukomuko, pada Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Umum melakukan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum 

melalui pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum yang dilaksanakan sebanyak 240 

Jam pelayanan selama 1 Tahun. 

Pos Pelayanan Hukum dimaksud bertujuan untuk memberikan kepada 

setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi 

dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang 

memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau 

bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima 

layanan pada Posbakum Pengadilan berupa : 

a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum. 

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. 

c. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan 

hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. 

 

- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu 

Selama berdiri sejak tahun 2018, pada Pengadilan Negeri Mukomuko 

tidak ada anggaran untuk melayani proses pelaksanaan sidang keliling (zitting 

plat). 

 

- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 

Selama berdiri sejak tahun 2018, pada Pengadilan Negeri Mukomuko 

tidak mendapat anggaran untuk melayani perkara prodeo. 
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BAB III SUMBER DAYA MANUSIA 

 

 

Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/ golongan/ pendidikan 

 

Keadaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Negeri 

Mukomuko yang terdiri dari Ketua, Wakil, Hakim dan Pegawai pada periode 2 Januari 

2019 sampai 30 Agustus 2019 adalah 24 orang dengan tenaga honorer 6 orang,  

kemudian berkurang 1 orang  dikarenakan yang bersangkutan tersebut mutasi sebagai 

pelaksana di Pengadilan Negeri Curup, sehingga jumlah total hingga 31 Desember 

2019 adalah 23 orang dan tenaga honorer 6 orang. 

No. Nama Jabatan Keterangan 

1. Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. Ketua Dilantik tanggal 31 

Oktober  2018 2. Junita Pancawati, S.H., M.H. Wakil Ketua 

3. Achmad Fachrurrozi, S.H. 
Hakim Pratama 

Madya 

4. Tarzanto, S.H. Panitera 

5. Lanny Simanjuntak, S.Si. Sekretaris 

6. Asep Riyanto, S.H. 
Panitera Muda 

Pidana 

7. Roy Hendika, S.H. 
Panitera Muda 

Perdata 

8. Periyanto, S.H. 
Panitera Muda 

Hukum 

9. Muammar Gadafi, A. Md. 

Kasubbag 

Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata 

Laksana 

10. Kennas Lawsa Temsi, S.H. 
Kasubbag Umum  

dan Keuangan 



 

27 

 

11. Syukri Alfian, S.H. 
Jurusita 

 

12. Awang Wijagata, S.H 
CPNS/ Staf 

Kepaniteraan Pidana 
 

13. Puteri Jesika Purba, S.H. 

CPNS/ Staf 

Kepegawaian dan 

Ortala 

Diperbantukan di 

Kepaniteraan 

Pidana 

14. Jona Adioga Keliat, A. Md. 

CPNS/Staf 

Perencanaan, 

Teknologi Informasi, 

dan Pelaporan 

 

15. Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. PNS / Calon Hakim 

Oktober 2018 

Diklat Cakim 

bertugas ke PN 

Stabat 

16. Nadia Aola Sarah Fatatun, S.H. PNS / Calon Hakim 

Oktober 2018 

Diklat Cakim 

bertugas ke PN 

Kraksaan 

17. Marlia Tety Gustyawati, S.H. PNS / Calon Hakim 

Oktober 2018 

Diklat Cakim 

bertugas ke PN 

Tanjung Pinang 

18. Ira Octapiani, S.H.  PNS / Calon Hakim 

Oktober 2018 

Diklat Cakim 

bertugas ke PN 

Sukabumi 

19. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H. PNS / Calon Hakim 

Oktober 2018 

Diklat Cakim 

bertugas ke PN 

Sumedang 
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20. Esther Voniawati Sormin, S.H. PNS / Calon Hakim 

Oktober 2018 

Diklat Cakim 

bertugas ke PN 

Nganjuk 

21. Mira Waty, S.H. PNS / Calon Hakim 

Oktober 2018 

Diklat Cakim 

bertugas ke PN 

Nganjuk 

22. Dita Primasari, S.H. PNS / Calon Hakim 

Oktober 2018 

Diklat Cakim 

bertugas ke PN 

Jepara 

23. Vidya Triananda, S.H. PNS / Calon Hakim 

Oktober 2018 

Diklat Cakim 

bertugas ke PN 

Tasik Malaya 

24. Tori Saputra Honorer / Satpam  

25. Teguh Wahyudi Honorer / Sopir  

26. Reza Rahmat Barkah, SH Honorer / Pramubakti  

27. Dwi Merdekawati Bismar Honorer / Pramubakti  

28. Commas Berlian Honorer / Pramubakti  

29. M. Shendy F. R. Honorer / Pramubakti  

 

- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 

Berikut jumlah Pegawai Teknis pada Pengadilan Negeri Mukomuko: 

1. Ketua = 1 Orang 
2. Wakil Ketua = 1 Orang 

3. Hakim = 1 Orang 

4. Panitera = 1 Orang 

5. Panitera Muda = 3 Orang 

6. Jurusita = 1 Orang 

Jumlah = 8 Orang 
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Jumlah Tenaga Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Mukomuko umumnya 

telah mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik tetapi tentunya belum 

secara maksimal sehingga hasil yang dicapai juga kurang maksimal atau dapat 

dikatakan tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut secara garis besarnya 

dikarenakan kurangnya jumlah dan kualitas dari Sumber Daya Manusia dan juga 

kurangnya dukungan untuk meningkatkan kualitas ataupun kemampuan Sumber Daya 

tersebut. Jumlah Tenaga Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Mukomuko hanya 

berjumlah 8 (delapan) orang, dimana yang ada saat ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, 

Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita. 

 

- Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 

Berikut jumlah Pegawai Non Teknis pada Pengadilan Negeri Mukomuko : 

1. Sekretaris = 1 Orang 

2. 
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata Laksana 
= 1 Orang 

3. Kepala Sub Bagian Umum dan 

Keuangan 

= 1 Orang 

4. 
Kepala Sub Bagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi, dan Pelaporan  

= - Orang 

5. Staf = 3 Orang 

6. Honorer = 6 Orang 

Jumlah = 12 Orang 

 

Jumlah Tenaga Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Mukomuko saat ini 

sangat kurang walaupun di masing – masing bagian telah mampu melaksanakan tugas 

dan pekerjaan dengan baik. Khususnya dalam hal ini Sumber Daya Manusia untuk staf 

Administrasi. Jumlah Tenaga Non Teknis Yudisial yaitu 12 (dua belas) orang yang 

terdiri dari Sekretaris, Kepala Sub Bagian, staf, dan Honorer. Sampai saat ini jumlah 

Tenaga untuk staf Administrasi hanya berjumlah 3 (tiga) orang.  Bagian yang memiliki 

staf hanya di Bagian Kepaniteraan Pidana, sub bagian Perencanaan, TI dan 

Pelaporan,  dan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.  
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Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Mukomuko selama ini sangatlah 

kurang atau jumlahnya tidak memadai sesuai dengan tugas – tugas yang harus 

diselesaikan sehingga hasilnya tidak seseuai harapan atau kurang maksimal walaupun 

di masing – masing bagian telah mampu dan berusaha untuk melaksanakan tugas dan 

pekerjaan dengan baik. Khususnya dalam hal ini Sumber Daya Manusia untuk staf 

Administrasi murni. Sampai saat ini, Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan 

Pelaporan masih kosong dikarenakan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi 

dan Pelaporan Pengadilan Negeri Mukomuko pindah tugas ke Pengadilan Negeri 

Curup, dan  jumlah Tenaga untuk staf Administrasi hanya berjumlah 3 (tiga) orang.  

Bagian yang memiliki staf hanya di Bagian Kepaniteraan Pidana dan Sub Bagian 

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana saja, sedangkan bagian lain sama sekali 

tidak memiliki tenaga staf administrasi.  

 

- Mutasi 

Berikut daftar pegawai yang mutasi baik itu mutasi masuk ataupun mutasi keluar 

pada Pengadilan Negeri Mukomuko periode 2 Januari 2019 sampai 31 Desember 

2019: 

No Nama Jabatan Semula Keterangan TMT 

1 Witri Rossanti, S.T Kasubbag 

Perencanaan, 

Teknologi 

Informasi dan 

Pelaporan 

Mutasi Keluar 

Sebagai Pelaksana 

pada Pengadilan 

Negeri Curup 

31 

Agustus 

2019 

 

- Promosi 

Selama periode 2 Januari 2019 – 31 Desember 2019, tidak ada Hakim atau 

Pegawai yang mutasi atau pindah dengan promosi dari Pengadilan Negeri 

Mukomuko. 
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- Pensiun 

Selama periode 2 Januari 2019 – 31 Desember 2019, tidak ada Hakim atau 

Pegawai yang telah menjalani masa pensiun. 

 

- Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) 

Untuk Tahun 2019, belum ada Hakim atau Pegawai pada Pengadilan Negeri 

Mukomuko yang telah mengikuti Diklat baik itu Diklat Teknis maupun Diklat Non 

Teknis selama periode 2 Januari 2019 – 31 Desember 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, 

DAN TEKNOLOGI INFORMASI 

 

 

A. PENGELOLAAN KEUANGAN  

 

Realisasi Anggaran per 2 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 

 DIPA 01 DIPA 03 

Pagu Anggaran Rp.2.863.021.000,- Rp.70.800.000,- 

Realisasi Rp.2.824.740.790,- Rp.70.293.500,- 

Sisa Anggaran Rp.38.280.210,- Rp.506.500,- 

 

1. Realisasi anggaran untuk DIPA 401910 (Non Teknis) Pengadilan Negeri 

Mukomuko sebesar 98,66 % dengan rincian sebagai berikut : 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DIPA 

01) 

 1. Belanja Barang Operasional : 

  - Pagu :  Rp.1.933.011.000,- 

  - Realisasi :  Rp.1.911.787.714,- 

  - Sisa :  Rp.21.223.286,-      

  Dimana untuk belanja pegawai masih terdapat pagu minus, bahwa 

untuk mengatasi adanya pagu minus tersebut telah diajukan penambahan 

anggaran untuk belanja pegawai, sampai saat ini anggaran tersebut masih di 

proses oleh DJA. 

 2. Belanja Barang Non Operasional :  

  - Pagu :  Rp.505.010.000,-   

  - Realisasi :  Rp.489.556.576,-    

  - Sisa :  Rp.15.453.424,-  
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 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung/Belanja Modal 

(DIPA 01) 

- Pagu                        :  Rp.425.000.000,-   

- Realisasi  :  Rp.. 423.396.500,- 

- Sisa    :  Rp.      1.603.500,- 

2. Realisasi Anggaran Teknis yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan 

(DIPA 03) 

Realisasi anggaran untuk DIPA 402018 Pengadilan Negeri Mukomuko 

Sebesar 99.28 % dengan rincian sebagai berikut : 

- Penanganan Perkara : 

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum : 

- Pagu                  :  Rp.70.800.000,-  

- Realisasi                 :  Rp.70.293.500,- 

- Sisa                        :  Rp.506.500,- 

 

3. Pendapatan 

Penerimaan PNBP Pengadilan Negeri Mukomuko sampai bulan Desember 

2019 sebagai berikut : 

 1. Penerimaan PNBP 2019 DIPA 01 :  Rp.,- 

  Disetorkan       :  Rp.,- 

 2. Penerimaan PNBP 2019 DIPA 03 :  Rp.10.723.900,- 

  Disetorkan        : Rp.10.723.900,- 

 

 

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

 

Selain didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas yang mempunyai 

integritas dan dedikasi tinggi serta kuantitas cukup, juga perlu ditunjang dengan adanya 

sarana dan prasarana yang memadai dan layak,sehingga mutlak adanya 

peningkatan/penambahan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, 

tertib, rapi dan nyaman. 
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- Sarana / Prasarana Gedung dan Fasilitas Gedung Perkantoran 

Pengadilan Negeri Mukomuko adalah salah satu Pengadilan Negeri Baru yang 

diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan surat Keputusan Presiden RI 

Nomor 14 Tahun 2016  yang diresmikan secara serentak di Pengadilan Negeri 

Melonguane 22 Oktober 2018. Saat ini, Pengadilan Negeri Mukomuko belum 

memiliki gedung kantor sendiri tetapi menempati Gedung Kantor Balai Benih 

Hortikultura milik Pemerintah Kabupaten Mukomuko sampai pembangunan gedung 

kantor yang rencananya akan dibangun pada Tahun Anggaran 2020. Adapun sarana 

atau prasarana serta fasilitas pada gedung kantor Pengadilan Negeri Mukomuko 

yaitu : 

 

No Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan 

I Sarana / Prasarana Gedung 

Perkantoran 

18  

1. Ruang Ketua 1 Bangunan Kantor 

Masih Pinjam Pakai 

gedung Bangunan 

Balai Benih 

Holtikultura milik 

Pemerintah 

Kabupaten 

Mukomuko 

2. Ruang Wakil Ketua 1 

3. Ruang Hakim 1 

4. Ruang Panitera 1 

5. Ruang Sekretaris 1 

6. Ruang Panitera Muda 1 

7. Ruang Kesekretariatan 1 

8. Ruang PTSP 1 

9. Ruang Tunggu Tamu 1 

10. Toilet Ruang Wakil Ketua 1 

11. Toilet Ruang Kepaniteraan 1 

12. Toilet Ruang Kesekretariatan 1 

13. Toilet Pengunjung  2 

14. Ruang Sidang Biasa 1 

15. Ruang Tahanan  1 

16. Ruang Tunggu Pengunjung 2 
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II 
Sarana / Prasarana / 

Fasilitas Perkantoran 
Jumlah 

Kondisi 

Keterangan 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Lemari Kayu 10 10 0 0  

2. Mesin Absensi 1 1 0 0  

3. Meja Kerja Kayu 20 20 0 0  

4. Kursi Fiber Glas/plastik 39 37 0 2  

5. AC Split 6 6 0 0  

6. Televisi 1 1 0 0  

7. UPS 5 5 0 0  

8. LCD Monitor 1 1 0 0  

9. Change Over Switch 1 1 0 0  

10 Komputer Jaringan 

Lainnya 
1 1 0 0 

 

11. PC 8 8 0 0  

12. LAPTOP 5 5 0 0  

13. Printer 4 4 0 0  

14. Server 2 2 0 0  

15. Router 10 10 0 0  

16. Hub 2 2 0 0  

17. Rackmount 1 1 0 0  

 

- Kendaraan Dinas 

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain 

tentunya dalam tugas yang tergolong mobile juga diperlukan sarana dan prasarana 

fasilitas yang menunjang tugas operasional ataupun kedinasan seperti kendaraan 

dinas. 

Adapun jumlah Kendaraan Dinas yang ada pada Pengadilan Negeri Mukomuko 

secara total berjumlah 4 unit yang termuat dalam daftar sebagai berikut: 
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No Uraian 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

Keterangan 

Baik 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

I Jenis Kendaraan Roda 4 

1. BD 5 N 1 1 0 0 
Kendaraan Dinas 
Ketua/Pinjam Pakai 
Pemda 

2. BD 1420 NY 1 1 0 0 
Kendaraan Dinas 
Wakil Ketua 

II Jenis Kendaraan Roda 2 

1. BD 5183 NY 1 1 0 0 
Kendaraan 
Operasional 
Panitera 

2. BD 5182 NY 1 1 0 0 
Kendaraan 
Operasional 
Sekretaris 

 

- Rumah Dinas 

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain 

adanya sarana dan prasarana fasilitas yang menunjang. Dalam hal ini sarana dan 

prasarana fasilitas gedung Pengadilan Negeri Mukomuko belum sepenuhnya lengkap 

terutama Rumah Dinas. Sampai Saat ini, Pengadilan Negeri Mukomuko Belum memiliki 

rumah Dinas baik untuk Ketua, Wakil Ketua maupun Hakim. Tetapi dalam Dipa 01 

Badan Urusan Administrasi selalu dianggarkan tiap tahun untuk sewa rumah dinas 

hakim. 

 

1. Pengadaan 

Pada tahun  anggaran 2019 pada Pengadilan Negeri Mukomuko mendapat 

beberapa pengadaan yaitu : 

1. Pengadaan Kendaraan Bermotor yaitu kendaraan roda 4 sebanyak 1 (satu) 

unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah anggaran 

yang disediakan yaitu RP.300.000.000,- 

2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Laptop Hakim, 

Jaringan Internet (BA BUN) dengan jumlah anggaran yang disediakan yaitu 

Rp.125.000.000,- 
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2. Pemeliharaan 

Selama tahun 2019, terdapat beberapa pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Fasilitas Gedung pada kantor Pengadilan Negeri Mukomuko yaitu : 

No. Nama Jumlah Biaya Keterangan 

I Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 

1 Pemeliharaan Gedung Kantor Rp.19.000.000,-  

II Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

1 Kendaraan Bermotor Roda 4 Rp.20.000.000,-  

2 Kendaraan Bermotor Roda 2 Rp.3.000.000,-  

3 Komputer Rp.2.000.000,-  

4 Laptop  Rp.1.000.000,-  

5 Printer Rp.2.000.000,-  

6 Finger Scan Rp.500.000,-  

7 Pemeliharaan Server Rp.4.000.000,-  

8 Pemeliharaan AC Rp.3.000.000,-  

 

3. Penghapusan 

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan usulan Penghapusan Bangunan Zetting 

Plaats sesuai dengan Surat permohonan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko 

Nomor W8.U9/1151/PL.01/12/2019 tertanggal 13 Desember 2019. Sampai saat 

ini masih dalam proses usulan 

Gedung Pengadilan Negeri Mukomuko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Tampak Depan Gedung Pengadilan Negeri Mukomuko 
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Gedung Pengadilan Negeri Mukomuko berlokasi di Jalan Danau Nibung Kota 

Mukomuko yang statusnya pinjam pakai gedung kantor Balai Benih Holtikultura milik 

Pemerintah Kabupaten Mukomuko terdiri dari 2 (dua) Bangunan Gedung Kantor 

Permanen terpisah, yaitu gedung Hakim dan kepaniteraan, gedung kesekretariatan 

yang berdiri diatas lahan tanah seluas 50.000 m2. 

 

PTSP 

Bagian Samping gedung Hakim dan Kepaniteraan terdapat Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) yang terdiri atas Layanan Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum 

dan Sub Bagian Umum dan Keuangan. Fasilitas yang terdapat di lobi depan dilengkapi 

dengan Komputer, TV LED, selain itu terdapat juga Meja Informasi Mandiri dan pojok E-

Court. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Meja PTSP 
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Gambar 4.3. TV LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Ruang Tunggu Pengunjung 
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Ruang Sidang 

Jumlah ruang sidang di Pengadilan Negeri Mukomuko hanya 1 ruang sidang 

utama yang dipakai juga untuk ruang Sidang Anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Ruang Sidang Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Ruang Sidang Anak 
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Ruang Laktasi / Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Ruang Laktasi / Kesehatan 

 

Toilet difabel ini diperuntukkan untuk penyandang disabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Toilet Difabel 
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Ruang Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Ruang Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko 

 

Ruang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Ruang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko 
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Ruang Hakim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Ruang Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko 

 

 

Ruang Panitera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Ruang Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko 
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Ruang Kepaniteraan Perdata 

Ruang ini berfungsi sebagai tempat untuk ruang Panitera Muda Perdata dan 

Juru sita serta staf kepaniteraan Perdata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13. Ruang Kepaniteraan Perdata 

 

Ruang Kepaniteraan Pidana dan Hukum 

Ruang ini berfungsi sebagai tempat untuk ruang Panitera Muda Pidana dan 

Panitera Muda Hukum serta staf Kepaniteraan muda Hukum dan Pidana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14. Ruang Kepaniteraan Pidana dan Hukum 
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Ruang Kesekretariatan 

Ruang ini berfungsi sebagai tempat untuk Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag 

Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi 

dan Tata Laksana serta staf kesekretariatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15. Ruang Kesekretariatan  

 

Bahwa dalam pelaksanaan Administrasi Umum di Pengadilan Negeri Mukomuko telah 

dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan berlaku, dengan catatan sejak 

Bulan Januari s/d Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut : 

- Surat masuk sebanyak :      381 Surat ; 

- Surat keluar sebanyak  :  1.166 Surat ;  

 

Dengan rincian setiap bulan seperti berikut 

Bulan Surat masuk Surat Keluar 

Januari 26 98 

Februari 27 81 

Maret 36 86 

April 34 114 

Mei 37 72 
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Juni 28 52 

Juli 27 101 

Agustus 32 90 

September 33 102 

Oktober 39 192 

Nopember 41 100 

Desember 21 78 

Total 381 1.166 

 

 Perangkat Keras (HARDWARE) 

Beberapa Perangkat Keras yang mendukung pengimplementasian 

Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Mukomuko yaitu : 

No. Nama Barang Jumlah Satuan 

1. Server 2 buah 

2. Router 10 buah 

3. Monitor 2 buah 

4.  Wireless 1 buah 

5.  PC Unit 8 buah 

6. Laptop 5 buah 

7.  Jaringan 1 paket 

8. LCD Monitor 1 buah 

9. Printer 4 buah 

10. Scanner  buah 

11. Televisi 1 buah 

12. UPS 
(Uninterruptible 
Powe Supply) 

5 
buah 

13. Change Over 
Switch 

1 
buah 

 Komputer Jaringan 
Lainnya 

1 
buah 

 

 

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI  

- IMPLEMENTASI E COURT 

Selain itu untuk, untuk Pelaksanaan Administrasi secara elektronik 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 
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2018 yang sering dikenal dengan e-Court juga telah diterapkan di Pengadilan 

Negeri Mukomuko. Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk 

memproses pendaftaran perkara  gugatan/permohonan secara online(e-Filling), 

pembayaran biaya perkara secara online (e-Payment) dan pemanggilan pihak 

secara online(e-Summonns).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16. Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Mukomuko 

Aplikasi e-Court 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ 

Merupakan aplikasi dari Mahkamah Agung yakni aplikasi administrasi 

perkara secara online. Ini merupakan kelanjutan dari PERMA No. 3 Th. 2018 

tentang administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Disini telah 

memberikan paying hukum penggunaan aplikasi e-Court. Dengan tiga fitur 

utamanya yang bersifat elektronik, yaitu : 

1. E-Filling, yaitu Pendaftaran Perkara. 

2. E-Payment, yaitu pembayaran panjar uang perkara, dan 

3. E-Summons, yaitu penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan 

persidangan. 

 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
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Gambar 4.17. Aplikasi e-Court 

 

 

Gambar 4.18. Alur Pendaftaran Pengguna (e-Court) 
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Gambar 4.19. Alur Pendaftaran Gugatan Online (e-Filing) 

 

Gambar 4.20. Alur Pembayaran Biaya Perkara Secara Online (e-Payment) 
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Gambar 4.21. Alur Pendaftaran Gugatan Online (e-Summons) 

 

- IMPLEMENTASI SIPP 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS) 

 Local host : http://192.168.1.250/sipp 

Untuk masyarakat umum dan pencari keadilan. 

 Website : http://192.168.1.250/ 

Manajemen  administrasi  di  internal  Pengadilan  Negeri  Mukomuko ini 

dijalankan oleh seluruh bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko 

beserta Staf. 

Sampai  saat ini  Pengadilan  Negeri  Mukomuko telah  menerapkan  

SIPP versi terbaru yakni versi 3.3.0-1 yang telah terintegrasi dengan SIPP 

Pengadilan Tinggi Bengkulu maupun Mahkamah  Agung. Banyak fitur – fitur 

baru yang tersedia dalam aplikasi ini untuk proses pelaksanaan dan informasi 

mengenai perkara secara online  Data  sudah termutakhirkan   berdasarkan 

kondisi data perkara yang sebenarnya. 

 



 

51 

 

 

 

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 

 

 

- AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 

Pengadilan Negeri Mukomuko dituntut untuk menyediakan pelayanan 

standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. 

Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang 

digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai 

dengan peraturan yang ada. Di dalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan 

yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan 

Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Negeri 

Mukomuko sudah sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, Pengadilan 

Negeri Mukomuko sendiri telah diajukan untuk mendapatkan Sertifikat Akreditasi 

Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dari Mahkamah Agung yang dinilai oleh 

Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Bengkulu.  

Dan diharapkan hasilnya sesuai dengan implementasi Sistem Manajemen 

Mutu bagi Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum – ICPE dari 

Mahkamah Agung. Hal – hal secara umum yang diberikan penilaian dalam proses 

Akreditasi seperti :  

 Leadership (Kepemimpinan) 

 Customer Focus (Fokus Pelanggan / Pengguna) 

 Process Management (Manajemen Proses) 

 Strategic Planning (Perencanaan Strategis) 

 Resource Management (Manajemen Sumber Daya) 

 Document System (Sistem Dokumen) 

 Performance Result (Hasil Kinerja) 

Dimana ruang lingkup yang telah melalui proses Akreditasi pada Pengadilan 

Negeri Mukomuko meliputi : 

 Manajemen Peradilan 
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 Administrasi Perkara 

 Administrasi Persidangan 

 Administrasi Umum 

 Pelayanan Publik 

 Pengelolaan kas 

 Pengadaan Barang dan Jasa 

 Pengawasan 

 Penanganan Pengaduan 

Unit – unit di Pengadilan Negeri Mukomuko yang melaksanakan Kegiatan 

pelayanan adalah : 

 Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) 

 Hakim / Majelis Hakim 

 Panitera 

 Sekretaris 

 Kepaniteraan ( Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda 

Hukum) 

 Panitera Pengganti 

 Jurusita / Jurusita Pengganti 

 Kesekretariatan (Subbag Umum dan Keuangan, Subbag Kepegawaian 

Organisasi dan Tata Laksana, serta Subbag Perencanaan Teknologi Informasi 

dan Pelaporan) 

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Mukomuko 

memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Mukomuko yang Agung” dan 

mengemban misi : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Mukomuko 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari 

Keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Mukomuko 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri 

Mukomuko  
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Pengadilan Negeri Mukomuko didalam menjalankan tupoksinya juga 

memiliki motto “ PN Mukomuko SAKTI” yakni : 

“Pengadilan Negeri Mukomuko :  Santun, Akuntabel, Kompeten, Transparan, 

dan Integritas ” 

Santun : Dalam Melayani selalu mengedepankan kesantunan yang 

bercermin dari 3S “Senyum, Sapa, Salam”; 

Akuntabel : Perwujudan kewajiban untuk melaksanakan program sesuai 

dengan perencanaan, mempertanggungjawabkan 

keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program kegiatan 

dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; 

Kompeten : Menunjukkan keterampilan Pengadilan Negeri Mukomuko 

yang konsisten dalam mewujudkan kinerja yang tinggi; 

Transparan : Dalam menjalankan kebijakan, program dan sistem yang 

berlaku dapat diakses informasinya dengan mudah oleh 

masyarakat; 

Integritas : Dalam memberikan pelayanan prima selalu menjunjung tinggi 

kewibawaan dan kejujuran. 

 

 

- PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko dengan 

nomor W8.U9/350/KPN/SK/4/2019 tentang Struktur, Tugas, Tanggung Jawab dan 

Kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Negeri Mukomuko 

untuk 4 layanan, yaitu: Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Kepaniteraan Hukum, 

Bagian Kepaniteraan Pidana, dan Bagian Kepaniteraan Perdata. 

Jenis-Jenis Layanan Peradilan Yang Pelaksanannya Dilakukan Secara Terpadu 

meliputi : 

a) Kepaniteraan Perdata 

- Pendaftaran perkara gugatan biasa; 

- Pendaftaran perkara gugatan sederhana; 

- Pendaftaran verset atas putusan verstek; 
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- Pendaftaran pekara perlawanan/bantahan; 

- Pendaftaran perkara permohonan; 

- Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

- Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

- Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam 

permohonan peninjauan kembali; 

- Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara; 

- Permohonan dan pengambilan turunan putusan; 

- Pendaftaran permohonan eksekusi; 

- Pendaftaran permohonan konsinyasi; 

- Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi; 

- Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan 

kembali dan eksekusi serta konsinyasi; 

b) Kepaniteraan Pidana 

 Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan 

ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik; 

 Pendaftaran permohonan praperadilan; 

 Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali 

dan grasi; 

 Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan 

peninjauan kembali; 

 Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan 

peninjauan kembali; 

 Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan; 

 Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan; 

 Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau 

pelelangan barang bukti; 

 Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan; 

 Penerimaan permohonan izin besuk; 
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 Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi 

penyelesaian perkara pidana; 

c) Kepaniteraan hukum 

 Permohonan pendaftaran akta pendirian CV; 

 Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris; 

 Permohonan pendaftaran penolakan waris; 

 Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata; 

 Permohonan melaksanakan penelitian dan riset; 

 Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah 

berkekuatan hukum tetap; 

 Permohonan pendaftaran surat kuasa; 

 Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran; 

 Permohonan legalisasi surat; 

 Permohonan pendaftaran utang tak tertagih; 

 Layanan pengaduan/SIWAS-MARI; 

 Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum 

lainnya; 

d) Sub bagian Umum dan keuangan 

 Penerimaan surat masuk; 

 Pengiriman surat keluar, berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali 

dan grasi. 

 

Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanannya dilakukan 

secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik 

teknis maupun administrasi di Pengadilan Negeri Mukomuko, dilaksanakan melalui 

sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service). Untuk 

memudahkan pelayanan, maka pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) meja 

pelayanan, yaitu : 

1. Meja pelayanan Kepaniteraan Hukum : melayani semua jenis layanan bidang 

hukum seperti pendaftaran CV, melayani pengaduan dari masyarakat baik dari 
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para pencari keadilan atau pihak yang berperkara maupun dari customer focus 

dll.; 

2. Meja pelayanan Kepaniteraan Perdata : melayani semua jenis pelayanan yang 

berhubungan dan berkaitan dengan perkara perdata; 

3. Meja pelayanan Kepaniteraan Pidana: melayani semua jenis pelayanan yang 

berhubungan dan berkaitan dengan perkara perkara tindak pidana; 

4. Meja pelayanan Tata Usaha dan Keuangan : melayani penerimaan surat masuk, 

penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi, dan 

lain-lain; 

 

 

- INOVASI PELAYANAN PUBLIK 

PERKARA TILANG MELALUI WHATSAPP TILANG 

Mahkamah Agung telah mengupayakan modernisasi lembaga peradilan 

yang dapat membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya 

peradilan yang sederhana,cepat, dan berbiaya ringan sehingga diharapkan dapat 

menciptakan Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan dengan 

diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi 

perkara di Pengadilan secara elektronik kebijakan tersebut menjadi lompatan besar 

dibidang transformasi teknologi informasi, Perma tersebut memberi payung hukum 

bagi implementasi kegiatan peradilan secara elektronik. 

 Namun ada beberapa kendala yang ada di Pengadilan Negeri Mukomuko 

dan banyaknya masyarakat yang datang ke Pengadilan Negeri Mukomuko untuk 

sekedar mendapatkan informasi perkara tilang.saat ini layanan informasi terutama 

dalam hal Informasi Tilang berbasis elektronik  di Pengadilan Negeri Mukomuko masih 

belum optimal dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi layanan informasi 

tilang, sehingga banyak dari masyarakat yang datang ke Pengadilan Negeri mukomuko 

untuk menanyakan informasi perkara tilang kendaraan bermotor, dengan banyaknya 

masyarakat yang datang ke kantor dirasa perlu lebih diobtimalkanya informasi tilang 

berbasis elektronik kepada masyarakat. Adapun yang menjadi faktor-faktor yang 
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mempengaruhi belum optimalnya layanan Informasi Tilang di Pengadilan Negeri 

Mukomuko antara lain :  

1. Lokasi Pengadilan Negeri Mukomuko dengan pemukiman masyarakat 

yang jaraknya cukup jauh sekitar -/+ 5km – 100km dari Pengadilan Negeri 

Mukomuko sehingga untuk menuju dan mengetahui informasi Tilang di 

Pengadilan Negeri Mukomuko membutuhkan waktu yang lama dan tidak 

efisien. 

2. Lokasi Kejaksaan Negeri Mukomuko dengan Pengadilan Negeri 

Mukomuko cukup jauh sekitar -/+ 7km sehingga masyarakat setelah 

mengetahui informasi tilang di Pengadilan Negeri Mukomuko harus pergi 

menuju ke Kejaksaan Negeri Mukomuko untuk membayar tilang sesuai 

dengan putusan dari Pengadilan Negeri Mukomuko serta pengambilan 

barang bukti setelah pembayaran denda tilang dibayarkan. 

3. Belum optimalnya informasi tilang berbasis elektronik di Pengadilan 

Negeri Mukomuko yang saat ini hanya disediakan di Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP)  dan masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui cara mendapatkan informasi perkara lalu lintas dalam sistem 

informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Mukomuko. 

 

A. TUJUAN 

Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi 

perkara lalu-lintas di Pengadilan Negeri Mukomuko 

B. MANFAAT 

1. Manfaat Bagi Organisasi 

a. Memberikan solusi ataupun kemudahan secara efektif dan efisien 

dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat terutama 

layanan informasi perkara lalu lintas. 

b. Mewujudkan Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk 

melayani masyarakat. 

c. Mewujudkan  penerapan teknologi informasi yang dapat membantu 

mengatasi segala hambatan dan rintangan  demi tercapainya 
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peradilan yang sederhana,cepat dan berbiaya ringan di Pengadilan 

Negeri Mukomuko. 

 

2. Manfaat Bagi Masyarakat 

Masyarakat pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang berkeadilan 

transparan berkualitas dan berbiaya ringan sesuai dengan Visi dan Misi 

Pengadilan Negeri Mukomuko 

 

C. RUANG LINGKUP 

  Ruang lingkup mencakup bagian Perencanaan,Teknologi Informasi dan 

Pelaporan Pengadilan Negeri Mukomuko Serta Kepaniteraan Pidana Pengadilan 

Negeri Mukomuko, yang salah satu tugasnya  melayani pelimpahan berkas 

Perkara lalu lintas yang nantinya hasil dari putusan akan di informasikan kepada 

masyarakat.Kegiatan  ini mengkaji tentang Optimalisasi Pengelolaan Informasi 

Tilang Menggunakan Whatsapp Messengger di Pengadilan Negeri 

Mukomuko.Kemudian tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah mewujudkan  

penerapan teknologi informasi yang dapat membantu mengatasi segala 

hambatan dan rintangan  demi tercapainya peradilan yang sederhana,cepat dan 

berbiaya ringan  sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Mukomuko yaitu 

Mewujudkan Pengadilan Negeri Mukomuko Yang Agung serta misi yaitu 

Menjaga Kemandirian,memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 

pencari keadilan,meningkatkan kualitas kepemimpinan dan meningkatkan 

kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Mukomuko 

 Menu ini memberikan informasi data pelanggar dan sidang tilang yang 

masuk pada Pengadilan Negeri Mukomuko melalui aplikasi whatsApp Tilang 

dengan no WhatsApp tilang Pengadilan Negeri Mukomuko adalah 0822 6920 

5499. 
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Gambar 5.1. Aplikasi WA Tilang PN Mukomuko 
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BAB VI PENGAWASAN 

 

 

A.  INTERNAL 

 

Dalam hal Pengawasan Pengadilan Negeri Mukomuko berpedoman pada 

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 

Di Pengadilan Negeri Mukomuko pelaksanaan pengawasan melekat telah 

dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, Panitera dan Sekretaris. Untuk 

Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan 

Negeri Mukomuko, untuk pejabat Kepaniteraan, dilakukan pengawasan oleh 

Panitera. Sedangkan pejabat struktural dilakukan oleh Sekretaris. Untuk staf 

dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya. 

Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang 

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko. Hakim 

Pengawas Bidang ini telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan 

pengawasan setiap 1 (satu) bulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan 

melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko 

Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan pedoman pengawasan telah 

dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan APBN   dan pemeriksaan atas laporan 

realisasi APBN dan Neraca. 

Dalam melaksanakan pengawasan ini Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko 

menunjuk hakim untuk melakukan pengawasan di setiap bidang kerja, yaitu dengan 

mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor: 

W8.U9/151/KPN/SK/1/2017 tanggal 7Januari 2019 tentang Penunjukkan Hakim 

Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Mukomuko. Hakim yang ditunjuk dan 

bidang yang diawasi adalah sebagai berikut: 
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No Nama Jabatan Hakim Pengawas Bidang 

1. Junita Pancawati, S.H., M.H. Wakil Ketua / 
Hakim Madya 
Pratama 

Koordinator Pengawas, 
Pengawas Kepaniteraan 
Hukum, Kepaniteraan 
Pidana, Sub Bagian Umum 
dan Keuangan 

2. Achmad Facrurrozi, S.H. Hakim Pratama 
Madya 

Pengawasan Kepaniteraan 
Perdata, Sub Bagian 
Kepegawaian, Organisasi 
dan Tata laksana, Sub 
Bagian Perencanaan, 
Teknologi Informasi dan 
Pelaporan 

 

 

B. EVALUASI 

 

Pada  umumnya  pengawasan di  Pengadilan Negeri Mukomuko telah 

berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan 

oleh pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab. 

Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pun telah berjalan dengan 

baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan 

pengawasan dan arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada Wakil 

Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko setiap 1 bulan sekali, kemudian Wakil Ketua 

Pengadilan Negeri Mukomuko sebagai Koordinator Pengawas telah melaporkan 

hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko setiap 1 

(satu) bulan sekali. 
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BAB V PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Mukomuko Tahun 2019 ini 

memuat uraian lengkap mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri 

secara umum, Kebijakan Strategis Pengadilan Negeri, Alokasi Anggaran dan 

Realisasi Tahun 2019 serta Realisasi Program Tahun 2019. 

Kami menyadari bahwa kinerja Pengadilan Negeri Mukomuko masih perlu 

ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. Kami juga 

menyadari bahwa pembangunan sektor tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu 

singkat, untuk itu kami mengajak partisipasi aktif dari seluruh masyarakat maupun 

pencari keadilan dan siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap kemajuan 

Pengadilan Negeri Mukomuko secara bersama-sama membangun secara terencana 

dan komprehensif. 

Demikian Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Mukomuko 

Tahun 2019 ini kami susun, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-

Nya dalam Pembangunan di bidang hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya 

supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. 

 

B. SARAN 

 Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap Sumber 

Daya Manusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan 

pengembangan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada personil Teknis 

dan Non Teknis guna menghasilkan tenaga yang terampil dan profesional dalam 

bidangnya. 

 Perlunya penambahan pegawai khususnya dibagian kesekretariatan karena 

pegawai yang ada saat ini masih belum memadai. 

 


